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Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pemerintah berupaya secara sunguh-sungguh dan
konsisten memajukan dan meningkatkan kesejahteraan
rakyat, diantaranya melalui pemberian kebijakan
terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan
pelaku usaha yang termasuk dalam program pemerintah
di bidang cipta kerja, kemudahan usaha, peningkatan
investasi berkelanjutan, dan pemberdayaan usaha mikro,
kecil, dan menengah sebagai bagian dari dukungan yang
signifikan dan strategis dalam pencapaian tujuan
pembangunan perekonomian nasional;

bahwa masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan
kegiatan pemanfaatan sumber daya air, tetapi belum
memperoleh izin dan persetujuan bidang sumber daya air,
dimana kegiatan tersebut berkecenderungan kuat
mendukung program pemerintah di bidang cipta kerja,
kemudahan usaha, peningkatan investasi berkelanjutan,
dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
sebagai bagian dari dukungan yang signifikan dan
strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan
perekonomian nasional sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu diberi kebijakan dalam bentuk penataan
perizinan dan persetujuan bidang sumber daya air,
sehingga memberi kepastian hukum dan perlindungan
bagi masyarakat dan pengusaha;

bahwa penataan perizinan dan persetujuan bidang
sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam huruf b
dilakukan dengan cara dan dalam waktu tertentu untuk
memberi kesempatan terciptanya iklim dan kondisi yang
kondusif guna mengantarkan keharmonisan
pemberlakuan perizinan dan persetujuan bidang sumber
daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang Dbersifat responsif, aspiratif, dan
akomodatif;bahwa penataan perizinan dan persetujuan
bidang sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam
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Mengingat

Menetapkan

huruf ¢ merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan
Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015
tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan bagian dari
tugas pokok dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
oleh karenanya untuk menjamin ketertiban dan kepastian
hukum dalam pelaksanaannya ketentuannya perlu diatur
dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat tentang Penataan Perizinan dan
Persetujuan Bidang Sumber Daya Air;

Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405);

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
40);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT TENTANG PENATAAN PERIZINAN DAN
PERSETUJUAN BIDANG SUMBER DAYA AIR.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Sumber Daya Air adalah Air, Sumber Air, dan Daya Air
yang terkandung di dalamnya.

Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun
di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian
ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang
berada di darat.

Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau
buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah
permukaan tanah.

Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air
permukaan dan/atau pada Sumber Air yang dapat
memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan
dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan
hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang
tertentu.

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk
memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air
permukaan untuk melakukan kegiatan usaha.
Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air adalah
persetujuan untuk memperoleh dan/atau mengambil
Sumber Daya Air permukaan untuk melakukan kegiatan
bukan usaha.

Pengalihan Alur Sungai adalah kegiatan mengalihkan alur
sungai dengan cara membangun alur sungai baru yang
mengakibatkan alur sungai yang dialihkan tidak berfungsi
secara permanen.

Persetujuan Pengalihan Alur Sungai adalah persetujuan
untuk melaksanakan kegiatan Pengalihan Alur Sungai.
Verifikasi adalah pemeriksaan terhadap dokumen
permohonan izin atau persetujuan untuk memastikan
kebenaran dan keakuratan informasi berdasarkan data
dan bukti objektif.

Tim Verifikasi adalah kelompok kerja yang mempunyai
tugas dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan
yang dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kelaikan teknis atas konstruksi yang telah
terbangun.

Unit Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat UPP
adalah wunit yang dibentuk khusus pada Direktorat
Jenderal Sumber Daya Air dan diberi tugas untuk
menjalankan proses administrasi Izin Pengusahaan
Sumber Daya Air, Persetujuan Penggunaan Sumber Daya
Air, dan/atau Persetujuan Pengalihan Alur Sungai.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat.
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14.

(1)

(2)

(1)

(2)

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Sumber
Daya Air.

Pasal 2
Penataan perizinan dan persetujuan bidang Sumber Daya
Air pada wilayah sungai kewenangan Pemerintah Pusat
diselenggarakan oleh Menteri.
Penataan perizinan dan persetujuan bidang Sumber Daya
Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum diterbitkannya
izin atau persetujuan.
Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan konstruksi yang dilakukan
sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini.
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. pengusahaan Sumber Daya Air;
b. penggunaan Sumber Daya Air; atau
c. Pengalihan Alur Sungai.

BAB II
KRITERIA

Pasal 3

Kegiatan yang dapat diberikan izin atau persetujuan harus
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. laik teknis;
b. tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau

prasarana Sumber Daya Air;
c. memberi manfaat sosial ekonomi; dan
d. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
Dalam hal terjadi kerusakan lingkungan dan/atau
prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, izin atau persetujuan diberikan dengan
kewajiban melakukan perbaikan atas kerusakan yang
terjadi.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 4
Permohonan izin untuk kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4) diajukan kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui UPP.
Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a
diajukan oleh:
Badan Usaha milik negara;
Badan Usaha milik daerah;
Badan Usaha milik desa;
Badan Usaha swasta;
koperasi; atau
perseorangan,

S0 Q0o
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yang menggunakan Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air
untuk kegiatan usaha.

Permohonan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b
diajukan oleh:

a. instansi pemerintah;

b. badan hukum;

c. badan sosial; atau

d. perseorangan,

yang menggunakan Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air
untuk kegiatan bukan usaha.

Permohonan Persetujuan Pengalihan Alur Sungai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c
diajukan oleh:

instansi pemerintah;

badan hukum Indonesia;

Badan Usaha; atau

perseorangan.

aao o

Pasal 5

Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diajukan

melalui surat permohonan yang memuat:

a. identitas pemohon;

b. maksud dan tujuan pengusahaan Sumber Daya Air;

c. lokasi pengusahaan Sumber Air dan/atau
pengambilan Air;

d. jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air
yang diusahakan;

e. jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan
Sumber Daya Air; dan

f.  jenis prasarana dan teknologi yang digunakan.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dengan dokumen minimal berupa:

a. gambar teknis (as built drawing) prasarana yang telah
terbangun;

b. surat keterangan bahwa kegiatan yang dilakukan

dan/atau konstruksi yang dibangun sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah yang dikeluarkan oleh

instansi membidangi penataan ruang;

persetujuan lingkungan;

surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilakukan

dan/atau konstruksi yang dibangun tersebut

memberi manfaat sosial dan ekonomi dan/atau tidak

menimbulkan kerugian pihak lain;

e. Dberita acara konsultasi publik atas pengusahaan
Sumber Daya Air; dan

f.  Surat pernyataan telah membangun konstruksi
dan/atau menggunakan Air, Sumber Air, dan/atau
Daya Air tanpa izin dan bersedia mengikuti ketentuan
sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

a0

Pasal 6
Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang
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(2)

(2)

termasuk proyek strategis nasional diajukan melalui surat

permohonan yang memuat:

a. identitas pemohon;

b. maksud dan tujuan pengusahaan Sumber Daya Air;

c. lokasi pengusahaan Sumber Air dan/atau
pengambilan Air;

d. jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air
yang diusahakan;

e. jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan
Sumber Daya Air; dan

f.  jenis prasarana dan teknologi yang digunakan.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dengan dokumen minimal berupa:

a. persetujuan lingkungan; dan

b. gambar teknis (as built drawing) prasarana yang telah
terbangun.

Pasal 7

Permohonan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air

oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (3) huruf a diajukan melalui surat

permohonan yang memuat:

a. identitas pemohon;

b. maksud dan tujuan penggunaan Sumber Daya Air;

c. lokasi penggunaan  Sumber Air dan/atau
pengambilan Air;

d. jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air
yang digunakan;

e. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan
Sumber Daya Air; dan

f.  jenis prasarana dan teknologi yang digunakan.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dengan dokumen minimal berupa:

a. gambar teknis (as built drawing) prasarana yang telah
terbangun; dan

b. persetujuan lingkungan.

Pasal 8
Permohonan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
oleh badan hukum, badan sosial, atau perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b,
huruf ¢, dan huruf d diajukan melalui surat permohonan
yang memuat:
a. identitas pemohon;
b. maksud dan tujuan penggunaan Sumber Daya Air;
c. lokasi penggunaan Sumber Air dan/atau
pengambilan Air;
d. jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air
yang digunakan;
e. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan
Sumber Daya Air; dan
f.  jenis prasarana dan teknologi yang digunakan.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan dokumen minimal berupa:
a. gambar teknis (as built drawing) prasarana yang telah



2023, No.182

terbangun;

b. persetujuan lingkungan;

c. surat keterangan bahwa kegiatan yang dilakukan
dan/atau konstruksi yang dibangun sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah yang dikeluarkan oleh
instansi membidangi penataan ruang;

d. surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilakukan
dan/atau konstruksi yang dibangun tersebut
memberi manfaat sosial dan ekonomi dan/atau tidak
menimbulkan kerugian pihak lain;

e. Dberita acara konsultasi publik atas penggunaan
Sumber Daya Air; dan

f.  surat pernyataan telah membangun konstruksi
dan/atau menggunakan Air, Sumber Air, dan/atau
Daya Air tanpa persetujuan dan bersedia mengikuti
ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Permohonan Persetujuan Pengalihan Alur Sungai yang
diajukan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan/atau termasuk proyek
strategis nasional harus dilengkapi dengan persyaratan:

a.

b.

C.

peta lokasi sungai yang telah dialihkan alurnya dan ruas
sungai baru;

hitungan luas dan panjang alur sungai yang dialihkan
alurnya dan luas dan panjang alur sungai baru;

sertifikat hak atas tanah untuk ruas sungai baru atas
nama pemohon;

analisis hidrologi dan hidraulika fungsi pengaliran sungai
sebelum dan sesudah Pengalihan Alur Sungai melalui
pemodelan hidrologi dan hidraulika;

analisis pengaruh Pengalihan Alur Sungai terhadap muka
Air banjir di hilir lokasi pengalihan dan pengaruh
penurunan dasar sungai di hulu lokasi pengalihan
terhadap kestabilan bangunan yang ada;

gambar teknis (as built drawing) konstruksi ruas sungai
baru; dan

pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Permohonan Persetujuan Pengalihan Alur Sungai yang

diajukan oleh badan hukum Indonesia, Badan Usaha,

atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (4) huruf b, huruf ¢, dan huruf d harus dilengkapi

dengan persyaratan:

a. peta lokasi sungai yang telah dialihkan alurnya dan
ruas sungai baru;

b. hitungan luas dan panjang alur sungai yang
dialihkan alurnya dan luas dan panjang alur sungai
baru;

c. sertifikat hak atas tanah untuk ruas sungai baru atas
nama pemohon;

d. analisis hidrologi dan hidraulika fungsi pengaliran
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sungai sebelum dan sesudah Pengalihan Alur Sungai
melalui pemodelan hidrologi dan hidraulika; dan

e. analisis pengaruh Pengalihan Alur Sungai terhadap
muka Air banjir di hulu dan hilir lokasi pengalihan,
serta pengaruh perubahan dasar sungai akibat
Pengalihan Alur Sungai terhadap kestabilan
tebing/bangunan sungai di hulu dan hilir lokasi
pengalihan.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan dokumen minimal berupa:

a. gambar teknis (as built drawing) konstruksi ruas
sungai baru;

b. pernyataan kesanggupan untuk memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. surat keterangan telah mengalihkan alur sungai
tanpa persetujuan;

d. surat keterangan bahwa kegiatan yang dilakukan
dan/atau konstruksi yang dibangun sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah yang dikeluarkan oleh
instansi membidangi penataan ruang;

e. persetujuan lingkungan; dan

surat keterangan bahwa kegiatan yang dilakukan
dan/atau konstruksi yang dibangun tersebut
memberi manfaat sosial dan ekonomi dan/atau tidak
menimbulkan kerugian pihak lain.

™

Pasal 11

Selain melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 dan Pasal 10, pemohon harus menyampaikan surat

pernyataan bersedia melakukan kewajiban sebagai berikut:

a. menyerahkan ruas sungai baru dengan daya tampung
minimal sebesar daya tampung sungai yang dialihkan
alurnya;

b. menyatakan lahan yang dimanfaatkan untuk ruas sungai
baru tidak dalam sengketa atau permasalahan hukum
serta memiliki alas hak;

c. menyerahkan dokumen hak atas tanah pengganti untuk
ruas sungai baru atas nama Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat; dan

d. menyelesaikan dampak permasalahan sosial akibat
Pengalihan Alur Sungai.

Pasal 12
(1) Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi analisis
hidrologi dan hidraulika sebelum Pengalihan Alur Sungai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan Pasal
10 ayat (1) huruf d, pemohon harus memberikan justifikasi
teknis.
(2) Justifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
minimal memuat:
a. alasan tidak dapat melengkapi analisis hidrologi dan
hidraulika sebelum Pengalihan Alur Sungai;
b. asumsi situasi dan dimensi alur ruas sungai lama
serta data pendukungnya; dan
c. analisis hidrologi dan hidraulika terhadap fungsi
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pengaliran sungai baru melalui suatu pemodelan
hidrologi dan hidraulika dengan debit kala ulang
tertentu sesuai lokasi sungai yang bersangkutan.

Pasal 13
Pengalihan Alur Sungai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan dengan kewajiban
mengganti ruas sungai yang akan dialihkan alurnya
dengan ruas sungai baru.
Ruas sungai baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
minimal memiliki luas dan panjang yang sama atau lebih
dari ruas sungai yang dialihkan.
Dalam hal luas dan panjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak sama atau kurang maka pemohon harus
mengubah alur sungai dan/atau memperluas sempadan
sungai yang dialihkan.
Dalam hal diperlukan, pemohon menambahkan bangunan
pelengkap sehingga ruas sungai baru dinyatakan memiliki
kondisi hidraulik yang baik dan aman terhadap banjir dan
erosi/sedimentasi melalui suatu analisis pemodelan.
Dalam hal pemohon tidak dapat melakukan perubahan
alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pemohon harus memberikan kompensasi dengan
membangun prasarana Sumber Daya Air berupa:
a. embung;
b. kolam retensi; dan/atau
c. tampungan Air lainnya.
Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dibangun dengan memperhitungkan selisih luas
dan panjang sungai.

Pasal 14

Dalam hal berkas permohonan izin atau persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11
telah dinyatakan lengkap oleh UPP, proses permohonan
dilanjutkan ke proses Verifikasi.

(1)

Pasal 15

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,

dilakukan melalui pemeriksaan:

a. kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
meliputi aspek:

1. lingkungan dan/atau prasarana Sumber Daya
Air;

2. manfaat sosial ekonomi; dan

3. rencana tata ruang wilayah; dan

b. kelaikan teknis atas konstruksi yang telah terbangun.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal.

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

dari unsur di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang

meliputi:
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(4)

()

(1)

(3)

(4)

-10-

a. unit kerja yang mempunyai tugas di bidang hukum,;
b. wunit kerja yang mempunyai tugas di bidang
pembinaan teknik Sumber Daya Air; dan
c. unit kerja terkait.
Dalam hal diperlukan, pelaksanaan  Verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
peninjauan lapangan bersama dengan balai besar wilayah
sungai/balai wilayah sungai pada wilayah sungai lintas
negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai
strategis nasional dan/atau balai teknik terkait.
Pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk kegiatan Pengalihan Alur Sungai dilakukan uji
coba aliran Air sungai pada ruas sungai baru bersama
dengan balai besar wilayah sungai/balai wilayah sungai
pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas
provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional dan/atau
balai teknik terkait.

Pasal 16

Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada unit kerja yang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepatuhan intern
untuk dilakukan reviu.

Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap kesesuaian proses Verifikasi dengan prosedur
pelaksanaan Verifikasi.

Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan
fungsi di bidang kepatuhan intern kepada Tim Verifikasi.

Pasal 17

Tim Verifikasi menyusun laporan hasil Verifikasi yang

telah direviu.

Laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) minimal memuat:

a. kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kelaikan teknis atas konstruksi yang telah terbangun;
dan

c. rekomendasi.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

c dapat berupa:

a. pemberian izin atau persetujuan dengan sanksi
administratif;

b. pemberian izin atau persetujuan dengan sanksi
administratif dan perbaikan Sumber Air, prasarana
Sumber Daya Air, sarana, dan/atau prasarana yang
telah dibangun; atau

c. penolakan disertai dengan kewajiban untuk
melakukan  pembongkaran  sarana  dan/atau
prasarana yang telah dibangun serta mengembalikan
Sumber Air sesuai dengan kondisi semula.

Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c

dilakukan dalam hal konstruksi yang telah terbangun:

a. tidak laik teknis;
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b. tidak memberikan manfaat sosial ekonomi;

c. tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; atau

d. dilakukan di lokasi yang dilarang.

Laporan hasil Verifikasi yang telah direviu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Verifikasi

kepada Direktur Jenderal.

Penyampaian laporan hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi

kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dilampiri dengan:

a. konsep Keputusan Menteri tentang pemberian izin
atau persetujuan yang dilengkapi dengan sanksi
administratif;

b. konsep Keputusan Menteri tentang pemberian izin
atau persetujuan yang dilengkapi dengan sanksi
administratif dan perbaikan Sumber Air, prasarana
Sumber Daya Air, sarana, dan/atau prasarana yang
telah dibangun; atau

c. konsep surat Menteri tentang penolakan yang
dilengkapi dengan kewajiban untuk melakukan
pembongkaran sarana dan/atau prasarana yang
telah dibangun serta mengembalikan Sumber Air
sesuai dengan kondisi semula.

Keputusan Menteri atau surat Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Direktur

Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 18
Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (7), pemohon wajib memenuhi sanksi
administratif dan/atau melakukan perbaikan Sumber Air,
prasarana Sumber Daya Air, sarana, dan/atau prasarana
yang telah dibangun.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa denda administratif.
Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib disetorkan ke kas negara paling lambat 6 (enam)
bulan sejak izin atau persetujuan ditetapkan.
Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) pemegang izin atau persetujuan
tidak melunasi denda administratif, izin atau persetujuan
yang telah ditetapkan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pemohon yang telah menyetorkan denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan
bukti pelunasan denda administratif kepada Menteri c.q.
Direktur Jenderal melalui UPP.
Perbaikan Sumber Air, prasarana Sumber Daya Air,
dan/atau konstruksi yang dibangun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga)
bulan sejak izin atau persetujuan ditetapkan.
Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) pemegang izin atau persetujuan
tidak melakukan perbaikan Sumber Air, prasarana
Sumber Daya Air, dan/atau konstruksi yang dibangun,
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izin atau persetujuan yang telah ditetapkan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

(8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan berdasarkan formula perhitungan besaran
denda administratif sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 19
Tata cara pelaksanaan Verifikasi, reviu, dan penghitungan
pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.

BAB IV
PENETAPAN IZIN ATAU PERSETUJUAN

Pasal 20

Dalam hal Menteri menolak permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c:

a. Menteri memberitahukan alasan penolakan permohonan
secara tertulis kepada pemohon;

b. pemohon izin atau persetujuan harus melakukan
pembongkaran sarana dan/atau prasarana yang telah
dibangun serta mengembalikan Sumber Air sesuai dengan
kondisi semula; dan

c. pemohon izin tidak dapat mengajukan kembali
permohonan izin dan/atau persetujuan bidang Sumber
Daya Air dengan menggunakan data yang sama.

Pasal 21
Keputusan Menteri atau surat Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (7) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak laporan hasil Verifikasi diterima oleh
Direktur Jenderal.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 22
(1) Pengajuan permohonan izin atau persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan
paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini
mulai berlaku.
(2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sosialisasi dan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23
(1) Permohonan izin atau persetujuan untuk kegiatan yang
telah dilaksanakan sebelum diterbitkannya izin atau
persetujuan, yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini
diundangkan namun belum memenuhi kelengkapan
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sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal
11 akan diproses setelah melengkapi persyaratan.

(2) Permohonan izin atau persetujuan yang telah ditolak
karena melakukan kegiatan sebelum terbitnya izin atau
persetujuan dapat mengajukan izin atau persetujuan
kembali berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri
ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
M. BASUKI HADIMULJONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN PERIZINAN DAN PERSETUJUAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR

FORMULA PERHITUNGAN BESARAN DENDA ADMINISTRATIF

Penghitungan besaran denda administratif dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:
1.  Pengambilan Air dan/atau Penggunaan Daya Air.

D=TdxVxJxK

D :
Td :
V .

Keterangan:

Denda administratif (rupiah).

Tarif denda.

Volume:

a. Berdasarkan Debit Air yang Dimohonkan (m3/bulan).

Jenis penggunaan Air atau Daya Air untuk kegiatan Air
minum, Air bersih, industri (termasuk AMDK) dan penggunaan
lainnya; atau

b. Berdasarkan Produksi Listrik yang Dihasilkan (kWh/bulan).

Untuk jenis penggunaan Air/Daya Air guna pembangkit
listrik. Produksi listrik yang dihasilkan diketahui berdasarkan
data pencatatan kWh meter/bulan.

Jangka Waktu Pelanggaran (bulan).

Jangka waktu pelanggaran ditentukan mulai 1 November 2019
sampai dengan diterimanya permohonan izin sesuai dengan
Peraturan Menteri ini.

Koefisien.

Koefisien adalah persentase yang ditentukan berdasarkan jenis

dan bentuk kegiatan.

2. Konstruksi pada Sumber Air yang Tidak Menggunakan Air.

Jenis kegiatan konstruksi pada Sumber Air yang tidak menggunakan

Air, tidak terbatas kepada jembatan, pipa, kabel, dan fiber optik melintasi
Sumber Air.

a.

Konstruksi Melintang Sumber Air.

DML = ((5L) x (L + 2S)) x N x K

Keterangan:

DML : Denda administrasi konstruksi melintang Sumber Air (rupiah).

L : Lebar Sumber Air (m).

N : Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terbaru dari tanah setempat
atau terdekat (rupiah/m?2).

S : Sempadan sungai (m).

K : Koefisien.

Konstruksi Sejajar Sumber Air.

DSJ =P x W x N x K

Keterangan:
DSJ : Denda administrasi konstruksi sejajar Sumber Air (rupiah).
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Panjang konstruksi yang dibangun (m).

Lebar/diameter konstruksi yang dibangun (m).

NJOP terbaru dari tanah setempat atau terdekat (rupiah/ m?2).
Koefisien.

=z <0

Pengalihan Alur Sungai.

D=LxNxK

D
L

Keterangan:

Denda Administratif (rupiah).
Luas Pelanggaran (m?2).

Luas pelanggaran ditentukan berdasarkan luas sungai yang
telah dialihkan yang meliputi badan Air beserta sempadannya.
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

NJOP ruas sungai yang telah dialihkan ditentukan berdasarkan
NJOP tanah terdekat lokasi ruas sungai yang telah dialihkan, pada
tahun diterimanya permohonan izin sesuai dengan Peraturan
Menteri ini.

Dalam hal terdapat beberapa NJOP tanah terdekat lokasi ruas
sungai yang telah dialihkan, maka digunakan nilai rata-rata NJOP
tersebut.

Koefisien.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO



